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ABSTRARK
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN
DENGAN JAMINAN SURAT EKEPUTUSAN PENSIUN
(SKEP)
PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL ( BTPN |
CABANG PADANG

{ Helmi Razil , 99140116 , Fakultas Hukum UNAND
TO halaman , 2005 )

Pensinnan sehapai salah satn komponen warea negara [ndonesia memdiki
hak dan kewapban vang sama seperti komponen warga negara lainnva, dimana
setelah lepas dan katan dinasnya sebapai Pepawal Mesern Sipil ¢ PNS ) dan THL S
PR diperlukan mekanisme vang menjamin kelavakan hadup di hae ta, Untok
e Pemenniah melaksanakan program pensiun. melalul serangkaian peraturan
vang bermuara pada pelaksanaannva oleh PT. TASPEN  { Persero ). Dengan
demnkian kesejalieraan pensiunan PNS dan TN]  POLR] dapat tecpumin. Agas
penvaluran wang pension mengadi lebih efeknf, akorat dan cepat |, PT TASPEN
i Persero }omelakukan seranghaian kerjasama, salali satunva dengan Bank
Fabungan Pensiunan Masional (BTPN) vang semenjak awal pendinannya telah
berkomitmen untuk menjad mitra finansial pensiunan PNA dan THNE S POLR]L

Dalam perkembangan selanjuinya, BTPN selaku salah sale kontor baya
mang pensiun yang ditunjuk olel L TASPEN (Persera) memperkenalkan dan
mengembangkan prodok kredn untek para pensiongn dengan proses  cepat,
prersvaratan mmlah dan hunga vang ningan, Diharapkan denpan adanva fasilites
pemberian kredit i oleh BTPN  dapat membanta kesulitan finansial yang
dhibwadaps para pensiunan, termasuk apabala pada soato Retike pensionan terscehat
membutnhkanava uniuk keperluan vang sifatnva mendadak.

D hasl peselivan di lapangan tentang Pelaksanaan Pemberan Kredi
Pensiunan Dengan Jomman Sorat Beputusan Pensiun | SKEP ) pada Bank
Tabungan Pensnan Masional { BTPN § Cabang Padang | tfernmpkap bahwa dalam
pelakssnaan  pemberinn kredid fersebat ferdopat pula kegunaan dan kredat
pensiiman int hagi para debiber pensioman antuk menmekatkan kesejahtermnnya,
meskipun  masith dalam pumlah vang terlatas, Dhsampang o, ferdapat pula
beherapa  permasalahan yane dihadape oleli BTPN  Cabang Padang  dalam
pelaksannan kredit e, sepertt masalah twekbns admamstrat!, kemongkiman kredit
liclak lancar dan penurunan pralik (mgkal penvaloran kredit

Cralzm penelitan i digomakan metade peneliftan vondis sosiolows vt
suatn metode pendekatan vang melthal langsung proses pelaksanaan pembernian
kredit pensiuman beserta masalah vang chhadapn dan penvelesaiannya denwan
bemedoman pada peraturan perondang-undangan vang herlako, sehimeea dapat
diperoleh data primer darr hasil penelitan < lapangan. Selan e, unfuk
mendukung penelittan digunmakan juga sumber data sekander vaitu hiteratur -
hteratur pendukung dan berbagai sumber dan aturan perundang-undangan terkait,
tidak tertutep kemungkinan dan sumber-simber di duar Tteratur dma hukum vang
mendubkung dan menguatkan hasi penelitan di lapangan



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manesia sebagai makhluk hdup sangatlah beragam, kompleks
dan terus-menerus. Untuk memenuhinva, manusia bekerja untuk menghasilkan
sejumizh uang sebagal pendapatan. Cara vang ditempuh vaitu dengan bekerja baik
untuk diri sendiri maupun untuk orang lam atau badan-hadan tertenty. Salah satu
profest vang umam jalah menjadi pegawan atau karvawan suatu insiansi dan badan
hukum mulik pemenntah vaitu Pepawar Meger Sipil (PNSY dan TNI / Poln
Diengan sebush pekeraan tetap, pare pegawai menerima suaty penghasilan tetap
setiap bulan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupoya,

Mamun difain prhak, tentu ada batasan bagi seorang Pegawal Negen Sipil
atau anggota TI ¢/ Pol sampai dimana iz bekerja dan melakukan ikatan
dinasnys. Rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
lentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian pasal 23 avat (2) menyehutkan bahwa

* Pegawa Megeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena -
a. Atas permintaan sendic |
b, Mencapar batas usia pensiun ;
c. Perampingan orzanisas: pemerintah; atau

d. Tidak cakap jasmani atau robani schingga tidak dapat menjalankan
kewapiban sebagar PMS.



[

[ralam hal ind, apabila si pegawai diberhentikan dengan bormat karena telah
mencapal batas wsia pensiun, tentulah hal ini menjadi sebuah babak baru dalam
kehidupannya dimana is sudah tidak terikat lagi dengan wgas dan Kewa|ithannva.
Tetapi tidak demikian halnya dengan pendapatannya, ia tetap menerima sejumlah
uang yang dischut uang pensiun sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah dan
instansi hekas ia bekerja dan penjamin kelavakan hadup i hari tua sesuai isi pasul
2 ava 2OUUD 19495 0 Tap-tiap warga neeara berhak alas pekerjaan dan
penghidupan vang lavak bagt Kemanusian™. Dard peroyvataan pasal tersebut,
Jelaslah bahwa meski welah tidak bekerja lagi namun ja berhak atas penghidupan
vang layek agar bisa memenuhi kebutuhan di hari twanva,

Pensin adalah suare penghasilan vang  diterima setiap bulannya oleh
scorang bekas pegawai yang tidak bekega lagi untuk membiavai penghidupan
selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya untuk mencapal penghasilan
lain',

Dari remuesan definisi tersebur, 1erlibat babwa vang pensiun dibavarkan
secara rulin untuk membiayai keperluan hidup dan sebagai penppanti penghasilan
tetap. Numun, apabila tegjadi suata hal di luar kuasa si penerima pensiun sehingga
1 membutuhkan dana atau uang yang cukup besar secara mendadak untuk suaty
keperluan, atau bahkan untuk diinvestasikan ke dalam bentuk lain schagal bentuk
usaha laim baginya di hari ta, tento diperlukan adanya suatu lembaga keuangan

yang lerpercaya, terjamin keamarannya, cepat dan mudah proses pengurusannya

mastra Dyatmika dan Marsune, 1995, Hufwer Kepermsweaion i Tndomesia, Cipambazzi, 1l 253



L

dlan sekaligus melindungl segala kepentingan s penerima pensiun dalam
hubungan perkatannya (kreditur-debitur),

Berdasarkan hal diatas. FT. Bank Tabungan Pensiun Nasional melalui Bank
Tabungan Pensiunan Nasional (selanmjutnya disingkat dengan BTPN) hadir untuk
memecahkan masalah dan kebutuhan finansial para pension, Didirikan semenjak
tahun 1958 di Bandung bermama BAPEMIL (Bank Pegawai Pensiun Militer),
semenjak awal telah berkomitmen dalam penpurasan pinjaman dan cicilan melalu
pemnbavaran pensiun dengan landasan hukum SK. Menteri Kevangan RI No 973
langgal 27 Juni 1976, Pada tahun 1986 BAPEMIL berubah nama menjadi PT
BTPN dengan izin usaha bank abunpan, Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI
WNe 33 01993 angeal 22 Maret 1993, status BTPN berubah menjadi Bank U
sebapal reakst atas berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
tabun 1992 vang membagi bank ke dalam 2 katesori ; Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakval, Kerjosama dilakukan dengan P Taspen (Persere) untuk
peryaluran pensiun, termasuk didalamnya pemberian kredit dengan pengembalian
herupa pemetongan dang pensiun secar herkala,”,

Fungsi utama bank-bank umum ialah unuk membenkan kredit kepada
peminjam-peminjam  yang layak diberi kredit’. Dengan menvedigkan kredit
tersebul Bank-bank umum melakukan pelavanan sosial vang sangat besar, melalui
kegiatan ini suatu tingkal kehidupan vang tingpi dapat dicapai’

Fungsi dart kredit adalah ;
I, Meningkatkan dava guna uang
Meningkatkan peredaran lalu-limas uang
Schapai salah =atu alat stabilitas ekonomi
Dapat meningkatkan kegairaban berusaha
Dapat meningkatkan pemerataan pendapalan
Alat untuk meningkatkan hubungan internasional’

S e

Pemberian kredil pensiun sebapgai salah saw produk dan fasililas yamg
dikeluarkan oleh BTPM. adalah svatu beniuk pembiavaan dan kredit vang

i
mengandung unsue-unsar

" Dizkses dari wiww hankbtpo.coid. 29 Apusius 20404

; Djultacpah T, Marala, 1995 Mamafomer Domg-Dang Peebanban T D §, Jakana, hal 3

' Ibidk

" Theinas Suvalno, dkb. 1993, Dpsgr-Davor Perdredian, Takara, P Gramedin Postaka Utan,



1. Safery (keamanan
Bahwa prestasi vang diberikan dalam bentuk wang 7 barang! 1asa itu terjamin
pengembaliannya. Hal i mengidentifikasikan balwa pihak bank mutlak
membutubkan jaminan dalam pemberian kredin, UD Moo 101998 Tentang
Perubahan  Atas UL Mo, 71992 Tentang Perbankan Pasal 8§ ayal |
menjelaskan 0 % Dalam memberikan kredit atau pembiavaan berdasarkan
Prinsip  Swvarigh, Bank Umum wajib mempunvai kevakinan  herdasarkan
analisis vang mendalam atau ikad baik dan kemampuan serta kesanggupan
MNasabab Debitur untuk melunasi utangnyva atau mengembalikan pembiavaan
dimaksud sesual dengan vang diperjanjikan =,

2. Profitabifity (keuntungan)
Merupakan realisasi keuntungan kredin dalam bentuk bunga vang diterima.

1--

Bank dalam memberikan kredit baruslah melakukannya berdasarkan analisis
pemberian kredil vang memadai schingga dapat dipastikan bahwa prinsip-prinsip
dan konsep pemberian kredit vang dikenal dengan prinsip 5 O dapat berlaku
scbagaimana mestinva. Jaminan sebagai salah sato aspek kegiatan perkreditan,
menjadi hal vang mutlak. Bank BTPN, dalam hal ini menerapkan jaminan berupa
sKEF {Sural Keputusan ) Pension sebagai dasar sural kuass pemoetongan
pembayaran pensiun perbulan atas kredit pensiunan yang diberikan, hingea kredit
tersebut Junas ditambah bunga dan biava-biava lainnva, SKEP, sebagai tanda
bukti diri pensiun, pada dasarnya adalsh svatn bentuk jaminan perorangan
fhargtochi) yang memiliki nilai tagih, Pasal 1131 BW menjclaskan :  * Segala
kebendaan 51 berutang baik bergerak maupun vang tidak bergerak, baik vang
sudah ada mavpun vang baru akan ada di kermudian hari menjadi tangpunpgan atas
sepala pepkalannys perscorangan’. Lebth lanjut teruang dalam pasal 1152 BW

disimpulkan  babwa beptuk jaminan kredit gadai meliputi barang  bergerak

" Rachmadi Usean, 2001, Axpek-dspek Hukuor Perbasson of Tndovesia. Jakoria. PT. Gramedia
I'ustaka, hal 281
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HASTL PENELITIAN DAN PEMBATLASAN

v Pelaksanaan Pemberizn eedin Peasinnan Dencan JJaminagn
surat Weputusan Pensiun ( SKEP } Pada BUPN Cabang

Madang

Menurut data Bank Indonesiac-sampar akloe Seprember 2004 Kredin svang
lelafy disaleckan bank ptencapa Rpo 313 el Sebaeian besar pavalurm
kredit ini didammast oleh kredit konswmn®™ . D menunjukkan Bahwa sekior
Eredit konswmnd i saneat menganiikan bagi pemasaran jasg-jasa perhankon
dalam mengeaet konsamen. dalzm hal i calon debizur, schinggs dihargphan
tingkal penverapan  kredn mencapal tarcer vane  dimginkan bank yong
bersangkutan melalut seranckaian kemudahan-kemudahan dan kelancaran dalam
pemanfaatan  fasilitas dredic tersebut [Dhsomping tn bank Joea haros
memperhatikan berbogzai resiko yang musghin terjadi akibat penyvaluran kredil,
terutama dalam hal kredit macet. Baok e lebih menvukai penyvaluran kredi
vang keefl kemungkingn terjadinya kredo macer selungea pencrapan prinsip
kehati-hatian bank dapat terlaksana dengan bak

Sememjak gwal pendiriannya, BTPN telah berkamotimen sebagar bank vang
berperak untuk kesejahiteraan para pensmnan ditandar dengan adanyva kerja smna

antara BTPN dengan PT. TASPEN (Tabunsan Asuranst Pensmman Nasional}

# [ranei Mowian | Feor Wakin o 2005 Maialah Ombudsman edisi Desember 2004 hal 42
ELENET
T
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A Resimpulan
Rerdasarkan rumusan masalah vang diengkat dalam skripsi i, maka dapat
dizmbil kesimpulan dart pembahasan = Peluksanaan Pembenan Kiedit Pensiunan
Dengan Jaminan Surat Keputusan Penswun ¢ SKEP | Pada Bank Tabungan
Pengiunan Nasional ( BTPN ) Cabang Padang | vaitu antara lain
| Eredit Pensiunan yang disalurkan kepada debour { pensiunan ) pada dasarmya
adalah kredit konsumtif vang penggunaannva lerserah kepada debiwr untuk
keperluan apa saja sehingga BTEN tidak melakokan pengawasan kredil
terhadap debitur, Dalam penerapan kredit i, prinsip 5 C vang biasa dikenal
dalam teors lentang asas-asas pemberian kredn (¢ hargorer, Capaciy, { “apnidard,
Coffareral, Condiion) tidaklah berlaku seluruhnyva karena pada dasamya
kredit Jems s adalab kredit perbankan yang tidak menpperakkan sekios
ekonomi secara oil. Asas-asas vang dapat secara lanpsung terpakai adalah
Cotoreral (aminan) dan Condition of econonty {pengembalian atau pelunasan
kredhr dalam bentuk pemotangan vang pensiun secara rulin dan berkala hingga
pimjaman  lumas  sesuai jangka wake  keedit), Mamuon, BTPN  tetap
melaksanakan pemantavan dan peondering secara teknis administratif terhadap
status rekening debitur secara herkala, Pemanfaatan kredit pensivnan ini pada
umumnyva masih berkisar pada keperluan kebutuhan  sehari-hari, biava

pendidikan anak, renovasi rumah dan biava permkahan anak. Menpenat
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